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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hukum merupakan suatu tatanan yang mengatur segala perbuatan 

manusia. Tatanan tersebut berupa suatu sistem aturan. Hukum bukan 

merupakan suatu hal yang seperti diketahui oleh masyarakat awam, yaitu 

sebuah peraturan. Akan tetapi hukum merupakan suatu kesatuan yang dapat 

dipahami melalui sebuah sistem yang terkandung seperangkat peraturan di 

dalamnya.1 Dengan adanya hukum dapat menciptakan keamanan dan 

ketertiban bagi masyarakat, terkadang juga hukum dapat menimbulkan 

kerusakan dalam masyarakat.2 Oleh karenanya hukum dan masyarakat 

harus selaras guna hukum dapat mengatur masyarakat agar menciptakan 

keamanan dan ketertiban. 

Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan dengan ribuan 

pulau yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki 

populasi penduduk yang sangat tinggi, berdasarkan data yang diperoleh dari 

Dukcapil Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia pada saat ini telah 

mencapai 273 Juta penduduk.3 Dengan populasi penduduk yang begitu 

tinggi tersebut maka Indonesia juga mengalami perkembangan ekonomi 

yang begitu tinggi yang juga dibarengi dengan kebutuhan hidup masyarakat 

yang juga tinggi. Dengan tingginya angka kebutuhan hidup masyarakat 

 
1 Hans Keilsein, 2014, “Teiori Uimuim Teintang Huikuim dan Neigara”, (Banduing: Nuisa Meidia), 

Hal. 3 
2 Tuiti Haryanti, 2014, “Huikuim dan Masyarakat”, Juirnal Tahkim, Vol. 10, No. 2, Hal. 161 
3 Seikreitariat Keimeinteirian Dalam Neigeiri, 2022, “273 Juita Peinduiduik Indoneisia Teiruipdate i 

Veirsi Keimeindagri” https://duikcapil.keimeindagri.go.id/beirita/baca/1032/273-juita-peinduiduik-

indoneisia-teiruipdatei-veirsi-keimeindagri Diakseis pada 27 Feibruiari 2023 pada puikuil 18.15 WIB. 

1 

https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri
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Indonesia, maka dapat menimbulkan masalah-masalah yang lain yakni 

seperti jumlah sumber daya manusia yang terus meningkat yang tidak 

diimbangi dengan jumlah lowongan pekerjaan yang merata. 

Sebagai Warga Negara Indonesia, negara memberikan hak kepada 

masyarakat untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak 

tersebut berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa 

pekerjaan merupakan suatu hal yang dibutuhkan bagi setiap orang guna 

memenuhi kebutuhan hidup dan meciptakan kesejahteraan. Negara 

memiliki peran sebagai salah satu manajemen ketenagarkerjaan guna 

mengatur kehidupan masyarakat untuk dapat menjadi lebih baik, dalam hal 

apabila semua warga negara Indonesia yang memiliki kehendak untuk 

bekerja dan mampu untuk bekerja agar dapat diberikan pekerjaan karena hal 

tersebut merupakan haknya. Dengan hal tersebut warga negara sebagai 

pekerja dapat menjalani hidup yang layak sebagai manusia dan memiliki 

hak-hak yang telah dilindungi oleh hukum.4 

Tenaga kerja merupakan modal penting dalam pergerakan roda 

pembangunan nasional. Dengan banyaknya populasi penduduk di Indonesia 

maka hal tersebut juga membuat banyaknya sumber daya manusia yang 

bergerak pada bidang ketenagakerjaan. Buruh-buruh dalam jumlah besar 

banyak dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengejar target 

agar dapat meningkatkan omset atau meningkatan produk untuk dapat 

 
4 Dani Puirwanto, dkk, 2020, “Optimialisasi Peirlinduingan Huikuim Teinaga Keirja Dalam 

Aspeik Keiseilamatan Keirja Pada Proyeik Konstruiksi di Wilayah Bogor”. Juirnal Ilmiah Living Law, 

Vol. 12, No. 1, Hal. 41-53 



3 

 

memiliki daya saing dalam pasar. Sebagaimana yang telah disebutkan 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 pada alinea ke-empat yang menyebutkan bahwa negara 

Indonesia memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan keadilan sosial dan 

kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Untuk dapat mewujudkan tujuan dari negara Indonesia tersebut, 

maka pembangunan nasional merupakan salah satu perwujudan yang juga 

dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam hal 

melakukan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia diharapkan agar 

dapat meningkatkan pembangunan dari segala bidang dan dilakukan secara 

merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai upaya untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia maka perlu diadakannya 

pelaksanaan pembangunan fisik maupun non-fisik yang dimana hal tersebut 

memiliki peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat.5 Pelaksanaan 

pembagunan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat harus disertai dengan hasil-hasil pembangunan yang dapat 

dinikmati oleh seluruh rakyat secara adul dan merata untuk peningkatan 

kesejahteraan lahir dan batin. Pada sisi yang lain, berhasilnya suatu 

pembangunan juga bergantung pada partisipasi oleh masyarakat yang 

memiliki arti bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan merata oleh 

segenap lapisan masyarakat. 

Jasa konstruksi memegang peranan yang penting dan strategis yang 

dimana jasa konstruksi dapat memproduksi pembangunan fisik berupa 

 
5 Suilistijo Sidarto Muilyo dan Buidi Santoso, 2018, “Proyeik Infrastruiktuir dan Seingkeita 

Konstruiksi”. (Jakarta: Preinadameidia Grouip), Hal. 186 
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bangunan dan juga bentuk fisik yang lainnya seperti saranan atau prasarana 

yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang 

baik itu pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat mewujudkan 

kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur bagi masyarakat sebagaimana 

tujuan yang telah disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak hanya berperan sebagai 

pendukung di bidang pembangunan, jasa konstruksi juga memiliki peran 

sebagai pendukung dan berkembangnya berbagai industri seperti pada 

industri barang dan jasa seperti alat atau penunjang lainnya yang 

penyelenggaraannya diperlukan untuk penunjang pekerjaan konstruksi. 

Pada perkembangan zaman yang semakin maju seperti pada saat ini, 

bantuan dari alat-alat yang dapat membantu dan membuat pekerjaan 

manusia semakin mudah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan 

dari pekerjaan manusia. Seperti dengan adanya alat, maka dengan 

berfungsinya alat sebagai pembantu pekerjaan manusia maka produktivitas 

dapat meningkat serta kualitasnya yang juga dapat meningkat.6 Dengan 

adanya alat seperti mesin dapat memiliki dampak positif yaitu dapat 

meringankan pekerjaan manusia. Akan tetapi kehadiran alat berupa mesin 

tersebut juga dapat memiliki dampak negatif yakni terjadi apabila pada 

suatu waktu mesin tersebut rusak ataupun jatuh yang mana hal tersebut 

dapat menyebabkan kecelakaan kerja. 

Kecelakaan kerja tersebut dapat terjadi ketika manusia melakukan 

kontak dengan alat, material, dan lingkungan tempat dia berada. Kecelakaan 

 
6 Lalui Huisni, 2014, “Peingantar Huikuim Keiteinagakeirjaan”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Peirsada), Hal. 133 



5 

 

kerja dapat terjadi dikarenakan suatu kondisi dimana alat atau material yang 

telah lama sehingga berfungsi dengan kurang baik atau berbahaya. 

Kecelakaan juga dapat terjadi dikarenakan manusia itu sendiri yaitu 

kelalaian yang disebabkan oleh pekerja atau human error. 

Industri yang bergerak pada bidang konstruksi secara umum adalah 

kegiatan atau usaha yang memiliki keterkaitan dengan penyiapan lahan, 

proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan yang perlu 

diperbailiki, infrastruktur, dan fasilitas yang lain.7 Industri yang bergerak 

pada bidang jasa konstruksi merupakan bidang yang memiliki resiko tinggi 

terjadinya kecelakaan kerja disbanding sektor yang lain. Dikutip dari situs 

konstruksi media, jumlah kecelakaan kerja di industri pada bidang 

konstruksi pada tahun 2020 memiliki angka yang tinggi dibanding yang lain 

yaitu sebesar 32% dari jumlah kecelakaan kerja di Indonesia. Jumlah 

tersebut merupakan yang terbanyak apabila dibandingkan dengan industri 

pada bidang yang lain seperti industri manufaktur sebesar 31,6% kasus 

kecelakaan kerja, di bidang transportasi sebesar 5,3% kasus kecelakaan 

kerja, di bidang kehutanan sebesar 5,3% kasus kecelakaan kerja, dan di 

bidang pertambangan sebesar 2,6% kasus kecelakaan kerja.8 

Dibalik keberhasilan industri pada bidang jasa konstruksi, tenaga 

kerja atau pekerja merupakan orang yang paling berjasa. Mengingat 

pentingnya jasa pekerja bagi perusahaan jasa konstruksi, pemerintah, dan 

 
7 Seing Hasein, 2015, “Manajeimein Kontrak Konstruiksi”, (Jakarta: PT. Grameidia Puistaka 

Uitama), Hal. 3 
8 Hasanuiddin, 2022, “Konstruiksi PeinymbanTeirbeisar Keiceilakaan Keirja di Indoneisia” 

https://konstruiksimeidia.com/konstru iksi-peinyuimbang-teirbeisar-keiceilakaan-keirja-di-

indoneisia/infrastruiktuir/ diakseis pada 08 Mareit 2023 puikuil 21.00 WIB 

https://konstruksimedia.com/konstruksi-penyumbang-terbesar-kecelakaan-kerja-di-indonesia/infrastruktur/
https://konstruksimedia.com/konstruksi-penyumbang-terbesar-kecelakaan-kerja-di-indonesia/infrastruktur/
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masyarakat maka diperlukan pemikiran bagi pekerja agar dapat menjaga 

keselamatannya dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara yuridis, jaminan 

pemberian hak kesehatan bagi pekerja diatur dalam pasal 166 ayat 1 dan 2 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan yang menyatakan bahwa pengusaha wajib memberikan jaminan 

kesehatan kepada pekerjanya. Jaminan tersebut berupa upaya pencegahan, 

peningkatan, pengobatan, dan pemulihan, serta wajib menanggung seluruh 

biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.9 Dalam ayat 2 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga 

menyatakan bahwa pengusaha juga menanggung biaya atas gangguan 

kesehatan pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pada industri yang bergerak pada bidang konstruksi, Keamanan, 

Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (untuk selanjutnya disebut K3) 

merupakan faktor yang harus diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan jika 

pekerja mengalami sakit atau juga mengalami kecelakaan kerja maka hal 

tersebut dapat memiliki dampak terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan, 

serta perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja. Pemerintah Indonesia 

telah mengundangkan aturan terkait perlindungan terhadap pekerja sejak 

lama, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun pada 

Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Keamanan, Keselamatan, dan 

Kesehatan Kerja (untuk selanjutnya disebut UU K3) merupakan salah satu 

aspek perlindungan terhadap pekerja yang juga diatur dalam Undang-

 
9 Indra Rahmatuillah, 2020, “Jaminan Hak Keiseihatan Peikeirja Work From Officei Seilama 

Masa PSBB Covid-19”, Adalah Buileitin Huikuim dan Keiadilan, Vol. 4, No. 1, Hal. 60 
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Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) pada 

pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemberi kerja dalam 

mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang 

mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun 

fisik tenaga kerja.10 

Hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, moral, 

dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 

merupakan hak bagi pekerja atau buruh sebagaimana yang telah disebutkan 

pada Pasal 86 UU Ketenagakerjaan. Selain dalam UU Ketenagakerjaan, 

diatur pula terkait Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan pada Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem 

Manajemen Keselamatan Kerja atau SMK 3. 

Berkaitan dengan keselamatan, dikutip dari Detikjatim terdapat 

kecelakaan yang terjadi pada tahun awal tahun 2022 yaitu pada tanggal 1 

(satu) Januari tahun 2022 telah terjadi kecelakaan kerja oleh pekerja 

konstruksi pada proyek yang mengerjakan pembangunan rumah. Korban 

kecelakaan kerja tersebut mengalami kecelakaan saat memasang kerangka 

baja ringan untuk atap rumah yang berada di lantai tiga yang memiliki 

ketinggian sekitar 11,7 meter dari lantai dasar. Pada saat memasang baja 

ringan tersebut, korban tiba-tiba terpeleset dan kemudian langsung terjatuh 

ke lantai dasar dari ketinggian sekitar 11,7 meter. Diketahui pula pada saat 

 
10 Ibid. Hal. 60. 
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melakukan pemasangan baja ringan kerangka atap dengan ketinggian 11,7 

meter tersebut korban tidak memakai peralatan pelindung. Akibatnya 

korban tersebut tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala.11 

PT. Sasmito merupakan badan usaha yang berkerak pada bidang jasa 

konstruksi terutama proyek konstruksi bangunan. PT. Sasmito dengan 

jumlah pekerjanya yang cukup banyak dengan bergerak di bidang jasa 

konstruksi menjadikan PT. Sasmito sebagai perusahaan yang menggunakan 

alat-alat yang menunjang atau membantu dalam melakukan konstruksi 

sehingga hal tersebut menimbulkan resiko bagi pekerjanya yang 

menggunakan alat-alat tersebut. PT. Sasmito juga memiliki perlindungan 

bagi pekerjanya. Perlindungan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. Terkait perlindungan tersebut 

mencakup segala kegaitan untuk menjamin dan melindungi keselamatan 

dan kesehatan tenaga kerja. Bentuk perlindungan tersebut antara lain 

membentuk prosedur khusus atau standar operasional prosedur dalam 

kegiatan-kegiatan terkait bidang konstruksi. Selain itu PT. Sasmito juga 

memberikan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(untuk selanjutnya disebut BPJS).  

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 

tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah 

diubah beberapa kali yang terakhir melalui Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan 

 
11 Einggran Eiko Buidiarto, 2022, “Peikeirja Konstruiksi Asal SIdoarjo Teiwas Jatuih dari Lantai 

3 di Mojokeirto” https://www.deitik.com/jatim/beirita/d-5924097/peikeirja-konstruiksi-asal-sidoarjo-

teiwas-jatuih-dari-lantai-3-di-mojokeirto diakseis pada tanggal 28 Feibruiari tahuin 2023. 

https://www.detik.com/jatim/berita/d-5924097/pekerja-konstruksi-asal-sidoarjo-tewas-jatuh-dari-lantai-3-di-mojokerto
https://www.detik.com/jatim/berita/d-5924097/pekerja-konstruksi-asal-sidoarjo-tewas-jatuh-dari-lantai-3-di-mojokerto
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Sektor Keuangan, PT. Sasmito memberikan jaminan kesehatan bagi 

pekerjanya melalui BPJS Kesehatan. Selain itu PT. Sasmito juga 

menyediakan perlindungan bagi pekerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Pada program 

jaminan kehilangan pekerjaan yang diberikan PT. Sasmito diselenggarakan 

oleh BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kesehatan, jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 

PT. Sasmito sebagai perusahaan yang bergerak dan 

mengembangkan kompetensinya pada bidang jasa konstruksi yang juga 

dengan jumlah pekerja/tenaga kerja yang dimiliki tentunya menjadikan 

perusahaan tersebut memiliki pekerjaan dengan resiko kecelakaan kerja 

yang tinggi terutama bagi pekerja/tenaga kerja yang bekerja di lapangan 

atau dalam hal ini yaitu yang bekerja langsung di proyek konstruksi yang 

sedang dikerjakan oleh PT Sasmito.  Berdasarkan laporan Triwulan Panitia 

Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (untuk selanjutnya disebut 

P2K3) PT. Sasmito mulai triwulan 1 (satu) 2016 hingga triwulan 2 (dua) 

2023 jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2016 berjumlah 4 (empat) insiden, 

pada 2017 berjumlah 1 (satu) insiden, pada tahun 2018 berjumlah 3 (tiga) 

insiden, dan pada tahun 2019 berjumlah 1 (satu) insiden. Sedangkan untuk 

tahun 2020 hingga tahun 2023 triwulan 2 (dua) tidak ada insiden terkait 

kecelakaan kerja. 

Pada dasarnya setiap pekerja memiliki hubungan kerja dengan 

pemberi kerja. Hubungan kerja tersebut terikat pada suatu perjanjian. 
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Perjanjian tersebut adalah perjanjian kerja. Berdasarkan pasal 1313 KUH 

Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian 

kerja atau Arbeidsoverenkoms diatur dalam pasal 1601a KUH Perdata atau 

lebih rigitnya diatur dalam pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan. Menurut 

Imam Soepomo Perjanjian kerja dapat diartikan sebagai suatu perjanjian 

dimana pihak pertama yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja 

menerima upah pada pihak lainnya dan majikan yang mengikatkan diri 

untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.12 Di dalam UU 

Ketenagakerjaan ketentuan mengenai perjanjian kerja diatur dalam bagian 

hubungan kerja. Dalam UU tersebut terdapat pokok-pokok dari perjanjian 

kerja seperti asas dalam penyusunan perjanjian kerja, syarat perjanjian 

kerja, serta klasifikasi perjanjian kerja yang dibedakan dalam hal ini 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu 

Tidak Tentu (PKWTT).  

Pada PT. Sasmito, terdapat 2 (dua) jenis perjanjian yang digunakan 

yaitu PKWT dan PKWTT. Singkatnya PKWTT digunakan untuk pekerja 

utama dalam PT. Sasmito dan pekerja lapangan menggunakan PKWT. 

Terkait pemberi kontrak PKWTT menggunakan pihak ketiga yaitu 

menggunakan alih daya atau outsourcing. Dasar hukum dari alih daya 

berada pada pasal 64 UU Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut berisi 

perusahaan dapat menyerahkan Sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 

 
12 Cristoforuis Valeintino Aleixandeir Puitra, 2017, “Uirgeinsi Klauisuila Deifinisi Dalam 

Peirjanjian Keirja” Juirnal Keirtah Parthika, Vol. 39, No. 1, Hal. 68, lihat Djuimaidi, 2004, “Huikuim 

Peirbuiruihan Peirjanjian Keirja”, (Jakarta: Raja Grafindo), Hal. 29 
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perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 

penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.  

Jika berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat penelitian lain 

yang membahas terkait perlindungan hukum pada perusahaan yang 

bergerak bukan di bidang jasa konstruksi. Berikut adalah beberapa 

penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan 

kerja diantaranya:
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Tabel 1.1 Tabel Penelitian Sebelumnya 

NO NAMA JUDUL RUMUSAN MASALAH PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. Zefanya  

Prabowo 

Pertanggungjawaban dan 

Perlindungan Hukum 

Untuk Keamanan, 

Keselamatan, Kesehatan, 

dan Keberlanjutan Kerja 

Bagi Tenaga Kerja 

Konstruksi Dalam 

Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2017 Tentang 

Jasa Konstruksi 

1. Bagaimana implikasi dari 

adanya kewajiban sertifikasi 

tenaga kerja konstruksi dalam 

UU Jasa Konstruksi 2017 

terhadap hubungan kerja antara 

penyedia jasa dengan tenaga 

kerja konstruksi di Indonesia?  

2. Dapatkah kewajiban sertifikasi 

tenaga kerja konstruksi 

menimbulkan pengalihan 

tanggung jawab hukum dan 

perlindungan hukum mengenai 

keamanan, keselamatan, 

kesehatan, dan keberlanjutan 

dari penyedia jasa dan/atau 

pengguna jasa kepada tenaga 

kerja konstruksi di Indonesia?  

3. Bagaimana harmonisasi 

peraturan perundang-undangan 

tentang pertanggungjawaban dan 

perlindungan hukum untuk 

keamanan, keselamatan, 

kesehatan, dan keberlanjutan 

dalam penyelenggaraan jasa 

konstruksi bagi penyedia jasa 

Persamaan dari 

kedua penelitian 

tersebut adalah 

membahas 

perlindungan 

hukum mengenai 

kesehatan, dan 

keselamatan kerja. 

1. Penelitian sebelumnya 

menitik beratkan terkait 

implikasi dari kewajiban 

sertifikasi kompetensi 

kerja terhadap keamanan, 

keselamatan, kesehatan, 

dan keberlanjutan bagi 

tenaga kerja konstruksi  

2. Penelitian sebelumnya 

mengkaji mengenai 

harmonisasi peraturan 

perundang-undangan 

tentang jasa konstruksi 

serta keamanan, 

keselamatan, kesehatan, 

dan keberlanjutan 

konstruksi bagi tenaga 

kerja jasa konstruksi di 

Indonesia 
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dan pengguna jasa terhadap 

tenaga kerja konstruksi di 

Indonesia? 

2.  Verri 

Octavian 

dan Panji 

Septiawan 

Perlindungan 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja bagi 

Pekerja Proyek 

Konstruksi Menurut 

Undang-Undang Nomor 

13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan di PT. 

Cipta Mutu Konstruksi 

Kota Depok 

1. Bagaimanakah pelaksanaan 

perlindungan hukum 

keselamatan dan kesehatan 

kerja di PT Cipta Mutu 

Konstruksi, Kota Depok 

terhadap tenaga kerja sudah 

sesuai Pasal 86 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang 

Ketenagakerjaan?  

2. Bagaimanakah peran 

pemerintah dalam 

memberikan perlindungan 

hukum keselamatan dan 

kesehatan kerja bagi pekerja 

konstruksi PT Cipta Mutu 

Konstruksi, Kota Depok? 

Persamaan dari 

kedua penelitian 

tersebut yaitu 

sama-sama 

membahas 

perlindungan 

hukum mengenai 

kesehatan dan 

keselamatan kerja 

1. Penelitian sebelumnya 

menitik beratkan 

mengenai alasan-

alasan perusahaan 

belum menerapkan 

sistem manajemen 

kesehatan dan 

keselamatan kerja  

2. Penelitian sebelumnya 

menitik beratkan peran 

pemerintah dalam 

memberikan 

perlindungan hukum 

kesehatan dan 

keselamatan kerja bagi 

pekerja konstruksi PT. 

Cipta Mutu 

Konstruksi, Kota 

Depok 
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3. Husnul 

Khotimah 

Aziz 

Analisis Tentang 

Perlindungan Hukum 

Terhadap Keselamatan 

Tenaga Kerja Perempuan 

Yang Bekerja Di Malam 

Hari (Studi Kasus 

Bioskop XX1 Mall Ratu 

Indah Makasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bagaimana pemberian hak-

hak tenaga kerja perempuan 

yang bekerja di malam hari? 

2. Bagaimana kesesuaian 

pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap 

keselamatan kerja bagi 

pekerja/buruh perempuan di 

bioskop studio XXI Mall 

Ratu Indah Makassar 

dengan ketentuan Undang-

Undang No. 13 Tahun 

2003? 

Persamaan dari 

kedua penelitian 

tersebut yaitu 

sama-sama 

membahas 

perlindungan 

hukum mengenai 

kesehatan dan 

keselamatan kerja 

1. Pada penelitian 

sebelumnya, 

menitikberatkan 

hak-hak bagi 

tenaga kerja 

perempuan saja. 

2. Pada penelitian 

sebelumnya, 

menitikberatkan 

pada hak-hak 

pekerja yang 

berupa penyediaan 

kendaraan pribadi 

bagi pekerja yang 

pulang di malam 

hari. 
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Dari ketiga penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian 

kali ini yaitu penelitian kali ini adanya upaya internal dari perusahaan guna 

menerapkan K3. Upaya internal tersebut seperti adanya investigasi pasca 

terjadinya kecelakaan kerja, adanya managing control secara rutin agar 

tidak ada kecelakaan kerja, dan upaya internal tersebut dinilai cukup efektif 

karena pada dasarnya terdapat parameter dalam membentuk peraturan 

perusahaan terkait K3 dan investigas pasca terjadinya kecelakaan kerja.  

Jika berdasarkan laporan Panitia Pembina Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja sebagaimana disebutkan diatas, kecelakaan kerja semua 

berasal dari pekerja PKWT dan perjanjiannya langsung antara PT. Sasmito 

dan pekerja. Oleh sebab itu dalam PT. Sasmito memberikan berbagai upaya 

terkait pemulihan akibat kecelakaan kerja. Berdasarkan pemaparan diatas 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum atas 

keselamatan kerja pada perusahaan jasa konstruksi. Penelitian tersebut akan 

dituangkan dalam bentuk skripsi yang memiliki judul “IMPLEMENTASI 

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN KERJA PADA 

PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (STUDI DI PT. SASMITO)” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

terkait: 

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum atas keselamatan kerja 

pada perusahaan jasa konstruksi berdasarkan studi kasus kecelakaan 

kerja pada PT. Sasmito? 
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2. Apa kendala dan upaya perlindungan hukum atas keselamatan kerja 

pada perusahaan jasa konstruksi berdasarkan studi kasus kecelakaan 

kerja pada PT. Sasmito? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan 

hukum atas keselamatan kerja pada perusahaan jasa konstruksi 

berdasarkan studi kasus kecelakaan kerja pada PT. Sasmito. 

2. Untuk menganalisis kendala dan upaya perlindungan hukum atas 

keselamatan kerja pada perusahaan jasa konstruksi berdasarkan studi 

kasus kecelakaan kerja pada PT. Sasmito. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan 

sumbangsih pemikiran secara teori dalam pengembangan ilmu 

hukum di Indonesia khususnya pada bidang ilmu perdata terkait 

dengan hukum ketenagakerjaan. 

b. Dapat memberikan bahan referensi bagi pembaca dan juga 

memberikan gambaran atau referensi guna penelitan terkait 

selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan/atau 

evaluasi yang bermanfaat bagi para pihak-pihak yang sebagai 

pekerja di perusahaan jasa konstruksi. 

b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat penulis untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 

1.5. Tinjauan Pustaka 

1.5.1. Perlindungan hukum 

Berikut merupakan beberapa pendapat dari para ahli terkait dengan 

Perlindungan Hukum:13 

1. Meinurut Soeikanto, peirlindungan hukum pada dasarnya dibeirikan 

meilalui peirantara dalam hal ini yaitu peirangkat hukum keipada subyeik 

hukum. Leibih lanjut, meinurut Soeikanto teirdapat lima daktor lain yang 

dapat meimpeingaruhi proseis peineigakan hukum dan peirlindungan 

hukum yaitu faktor undang-undang, faktor peineigak hukum, faktor 

sarana atau fasilitas peindukung, faktor masyarakat, dan faktor 

keibudayaan. Faktor undang-undang adalah peiraturan teirtulis yang 

dibuat oleih peinguasa yang sah. Faktor peineigak hukum adalah pihak-

pihak yang teirlibat dalam peineigakan hukum. Faktor sarana atau 

fasilitas peindukung adalah sumbeir daya manusia yang teirampil dan 

alat-alat yang meimadai. Faktor masyarakat adalah lingkungan teimpat 

 
13 Tim Huikuim Onlinei, 2022, “Teiori-Teiori Peirlinduingan Huikuim Meinuiruit Para Ahli” 

https://www.huikuimonlinei.com/beirita/a/teiori-peirlinduingan-huikuim-meinuiruit-para-ahli-

lt63366cd94dcbc?pagei=2 , Diakseis pada 28 Feibruiari 2023 puikuil 22.00 WIB 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2
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hukum yang beirlaku dan diteirapkan, dan peineirimaan dalam 

masyarakat akan hukum yang beirlaku yang dapat diyakini seibagai 

kunci keidamaian. Seidangkan faktor keibudayaan adalah hasil karya, 

cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam meinjalani 

peirgaulan di keihidupan. 

2. Seitiono beirpeindapat bahwa peirlindungan hukum adalah Tindakan 

atau upaya untuk meilindungi masyarakat dari peirbuatan yang 

seiweinang-weinang dari peinguasa yang dirasa beirteintangan deingan 

aturan hukum. Seilain itu, Seitiono meinyatakan bahwa fungsi dari 

peirlindungan hukum yaitu guna meinciptakan keiteirtiban seirta 

keiteintraman bagi manusia agar dapat meinikmati martabatnya seibagai 

manusia. 

3. C.S.T Kansil beirpeindapat bahwa peirlindungan hukum adalah 

seirangkaian Tindakan hukum atau upaya hukum yang harus dilakukan 

oleih aparat peineigak hukum guna meimbeirikan rasa aman bagi 

masyarakat, baik itu seicara meintal maupun fisik, dari gangguan atau 

ancaman yang datang dari pihak manapun. 

4. Meinurut Satjipto Rahardjo yang teirinspirasi dari tujuan hukum yang 

dikeimukakan oleih Fitzgeirald yang dimana Fitzgeirald meinyeibutkan 

bahwa tujuan hukum yakni beirfokus pada inteigrasi dan koordinasi 

beirbagai keipeintingan di dalam masyarakat meilalui peingaturan 

peirlindungan dan peimbatasan teirhadap keipeintingan teirseibut. Dari 

peindapat Fitzgeirald teirseibut, Rahardjo meingartikan peirlindungan 

hukum seibagai upaya guna meilindungi keipeintingan seiseiorang deingan 
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cara meimbeirikan hak asasi manusia untuk beirtindak dalam rangka 

keipeintingan teirseibut. 

5. Meinurut Hadjon, peirlindungan hukum yakni meilindungi harkat dan 

martabat seirta meingakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleih 

subjeik hukum, yang dilindungi oleih keiteintuan hukum dari tindakan 

yang seiweinang-weinang. Seilanjutnya beirdasarkan sarananya, Hadjon 

meimbagikan peirlindungan hukum bagi rakyat meinjadi dua beintuk 

yaitu peirlindungan preiveintif dan peirlindungan hukum reipreisif. 

Peirlindungan hukum preiveintif meimbeirikan keiseimpatan bagi rakyat 

untuk dapat meimbeirikan peindapat seibeilum keiputusan peimeirintah 

diambil seicara deifinitif yang dari hal teirseibut maka dapat meinceigah 

teirjadinya seingkeita. Seidangkan peirlindungan reipreisif meimiliki tujuan 

agar dapat meinyeileisaikan seingkeita yang teirjadi yang peinyeileisaiannya 

dapat meilalui Peingadilan Umum. Peiradilan Administrasi, dan dalam 

hal peinyeileisaian seingkeita teirkait deingan peikeirja maka dapat 

diseileisaikan meilalui Peingadilan Hubungan Industrial. 

Dari peindapat yang dikeimukakan oleih para ahli diatas, maka 

peinulis meimiliki keisumpulan bahwa peirlindungan hukum adalah 

suatu Tindakan oleih hukum yang beirtujuan untuk meimbeirikan 

peirlindungan bagi hak asasi manusia yang teilah dirugikan oleih 

orang lain, seihingga masyarakat atau pihak yang teilah dirugikan 

dapat meinikmati hak-hak yang teilah dijamin oleih hukum. Dalam hal 

ini, peirlindugnan hukum dapat diartikan seibagai upaya yang 

dilakukan oleih aparat peineigak hukum untuk meimbeirikan rasa aman, 
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baik itu seicara fisik maupun seicara meintal, dari gangguan atau 

ancaman yang beirasal dari pihak manapun. 

Oleih seibab itu, sudah seiharusnya neigara meimiliki tanggung 

jawab guna meimbeirikan peirlindungan hukum keipada warga 

neigaranya. Hal ini beigitu peinting untuk meimastikan bahwa hak 

asasi manusia yang dirugikan oleih orang lain dapat dilindungi dan 

agar masyarakat dapat meiinikamti hak-hak yang dibeirikan oleih 

hukum 

1.5.2. Hukum Ketenagakerjaan 

1.5.2.1. Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan 

Dalam sisteim tata hukum di Indoneisia, hukum 

keiteinagakeirjaan dapat dikeitahui keidudukannya yakni pada bidang 

hukum administrasi atau tata neigara dan hukum peirdata. Hubungan 

antara peingusaha dan peikeirja yang didasari deingan hukum peirikatan 

meirupakan bagian dari bidang hukum peirdata. Peimeirintah hanya 

meimiliki peiran seibagai peingawas dan fasilitator dalam hubungan 

keirja antara peingusaha dan peikeirja.14 Dalam hal ini, peimeirintah 

hanya dapat meinyeileisaikan peirseilisihan jika teirjadi yakni meilalui 

peingadilan hubungan industrial. 

Apabila meilihat keidudukan hukum keiteinagakeirjaan dalam 

bidang hukum administrasi neigara, teirdapat dua hal yang harus 

dipeirhatikan yaitu subjeik hukum dalam peinyeileingaraan neigara dan 

bagaimana peirananannya. Peijabat, leimbaga, dan warga neigara 

 
14 Asri Wijayanti, 2017, “Huikuim Keiteinagakeirjaan Pasca Reiformasi”, (Jakarta: Sinar 

Grafika), Hal 16 
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beirkaitan satu sama lain seibagai subjeik hukum. Dalam hal ini, 

peijabat meirujuk pada peijabat neigara yang patuh pada aturan hukum 

administrasi. Tugas peijabat neigara meiliputi peilaksanaan fungsi 

neigara dalam peimbuatan peiraturan atau meimbeirikan izin (beistuur), 

meinceigah teirjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dan meineigakkan 

hukum. Seibagai pihak yang beirtanggung jawab atas peiraturan 

keiteinagakeirjaan, peimeirintah harus dapat meinjalankan tugas-tugas 

teirseibut deingan eifeiktif.15 

Beirdasarkan pada keidudukan teirseibut dapat dikeiahui bahwa 

keiteintuan dari peiraturan Hukum Keiteinagakeirjaan harus didasarkan 

pada teiori hukum yang beirkaitan deingan bidang teirseibut yakni harus 

beirkaitan satu sama lain deingan tujuan peilaksanaan yang tidak dapat 

dipisahkan.16 

1.5.2.2. Pekerja 

Teirdapat peirbeidaan teirkait peingeirtian peikeirja yang ada 

dalam masyarakat yang teirkadang dikacaukan peinggunaannya 

seibab beibeirapa faktor yang beirkeimbang di masyarakat, yaitu 

peikeirja, buruh, dan peigawai, akan teitapi teitap sama maksudnya. 

Peikeirja atau buruh meirupakan bagian dari teinaga keirja yakni teinaga 

keirja yang beikeirja dalam suatu hubungan keirja, deingan peirintah 

peimbeiri keirja baik itu peirseiorangan, peingusaha, dan atau badan 

 
15 Sayid Mohammad Rifqi Noval, 2017, “Huikuim Keiteinagakeirjaan Hakikat Cita Keiadilan 

Dalam Sisteim Keiteinagakeirjaan”, (Banduing: PT. Reifika Aditama), Hal 62 
16 Asri Wijayanti, Op. Cit., Hal. 16 
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hukum, dan kareina jasa oleih peikeirja atau buruh dalam beikeirja maka 

dibeirikan imbalan yang beirupa upah atau beintuk lainnya.17 

Dalam UU Keiteinagakeirjaan diseibutkan bahwa teinaga keirja 

yakni seitiap orang yang mampu untuk meilakukan peikeirjaan agar 

dapat meinghasilkan barang dan atau jasa guna meimeinuhi keibutuhan 

seindiri maupun masyarakat. Seidangkan beirdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2023 teintang Peineitapan Peirturan 

Peimeirintah Peingganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 teintang 

Cipta Keirja Meinjadi Undang-Undang. 

Pada dasarnya seitiap peikeirja meimiliki hubungan keirja 

deingan peimbeiri keirja. hubungan keirja teirseibut dituangkan dalam 

peirjanjian. Beirikut adalah teiori-teiori teirkait peirjanjian keirja: 

1. Peirjanjian Keirja 

Peirjanjian keirja peirtama kali diatur dalam pasal 1601a KUH 

Peirdata yang beirbunyi Peirjanjian keirja adalah suatu peirjanjian 

dimana pihak yang satu seibagai buruh atau peikeirja meingikatkan 

dirinya untuk dibawah peirintahnya / beikeirja pada pihak lainnya 

seibagai majikan deingan meindapatkan upah seilama waktu teirteintu. 

Seidangkan beirdasarkan pasal 1 angka 14 UU Keiteinagakeirjaan, 

Peirjanjian keirja adalah suatu peirjanjian antara peikeirja/buruh deingan 

peingusaha atau peimbeiri keirja yang meimuat syarat-syarat keirja, seirta 

hak dan keiwajiban para pihak. 

 

 
17 Deivi Rahayui, 2019, “Buikui Ajar Huikuim Keiteinagakeirjaan”, (Suirabaya: Scopindo Meidia 

Puistaka), Hal. 22 
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2. Jeinis-Jeinis Peirjanjian Keirja 

a. Peirjanjian Keirja Waktu Teirteintu (PKWT) 

Peirjanjian Keirja Waktu Teirteintu (PKWT) adalah 

peirjanjian keirja yang jangka beirlakunya teilah diteintukan 

atau diseibut seibagai karyawan kontrak. Bila jangka waktu 

sudah habis maka deingan seindirinya teirjadi PHK dan para 

karyawan tidak beirhak meindapat kompeinsasi PHK 

seipeirtiuang peisangon, uang peinghargaan masa keirja, 

uang peinggantian hak dan uang pisah. PKWT juga dapat 

diartukan peirjanjian keirja yang dipeirjanjikan antara 

peikeirja/buruh deingan peingusaha (dalam hubungan keirja) 

guna meilaksanakan peikeirjaan teirteintu yang meinurut jeinis 

dan sifat atau keigiatan peikeirjaannya akan seileisai dalam 

waktu teirteintu, baik yang dipeirjanjiakan untuk suatu 

jangka waktu teirteintu maupun untuk suatu pakeit 

teirteintu.18 

b. Peirjanjian Keirja Waktu Tidak Teirteintu (PKWTT) 

Peirjanjian Keirja Waktu Tidak Teirteintu (PKWTT) adalah 

suatu jeinis peirjanjian keirja yang umum dijumpai dalam 

suatu peirusahaan, yang tidak meimiliki jangka waktu 

beirlakunya. Peirjanjian keirja untuk waktu tidak teirteintu 

tidak akan beirakhir kareina meininggalnya peingusaha atau 

 
18 Uimar Kasim, “Meimahami Peirjanjian Keirja Uintuik Waktui Teirteintui (PKWT) Opini 

Beirdasarkan Peiratuiran Peiruindang-Uindangan di Bidang Keiteinagakeirjaan” 

https://jdih.keimnakeir.go.id/asseit/data_artikeil/info_huikuim_1_1.pdf (diakseis pada 10 April 2023, 

puikuil 06.20 WIB) 

https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_artikel/info_hukum_1_1.pdf
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beiralihnya hak atas peingusaha yang diseibabkan ole ih 

peinjualan, peiwarisan atau hibah.19 

3. Sisteim Peirjanjian Keirja  

a. Alih Daya 

Meinurut Eirman Rajagukguk peingeirtian alih daya atau 

outsourcing adalah hubungan keirja dimana peikeirja/buruh 

yang dipeikeirjakan pada suatu peirusahaan deingan siste im 

kontrak, akan teitapi kontrak teirseibut bukan dibeirikan oleih 

peirusahaan peimbeiri keirja, meilainkan oleih peirusahaan 

peingarah teinaga keirja. Alih daya seindiri diatur dalam 

pasal 64 UU Keiteinagakeirjaan yang pada intinya beirbunyi 

peirusahaan dapat meinyeirahkan seibagian peilaksanaan 

peikeirjaan keipada peirusahaan lainnya meilalui peirjanjian 

peimborongan peikeirjaan atau peinyeinyeidiaan jasa 

peikeirja/buruh yang dibuat seicara teirtulis. Sisteim alih daya 

atau outsourcing teirmasuk hubungan keirja beirdasarkan 

peirjanjian peingirim / peiminjam teinagakeirja atau 

uitzeindveirhouding. Pada peirjanjian ini teirdapat pihak 

keitiga yaitu peirusahaan peinyeidia atau peingirim teinaga 

keirja, peirusahaan peingguna teinaga keirja, dan teinaga keirja 

itu seindiri. Singkatnya alih daya atau outsourcing adalah 

peimindahan atau peindeileigasian beibeirapa proseis bisnis 

keipada suatu badan peinyeidia jasa, dimana badan 

 
19 Ahmad Huiseiin, 2015, “Peirjanjian Keirja Waktui Teirteintui Bagi Guirui di Yayasan Al Fityah 

Kota Peikanbarui”, Skripsi Uiniveirsitas Islam neigeiri Suiltan Syarif Kasim Riaui. Hal. 35 
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peinyeidia jasa teirseibut meilakukan proseis administrasi dan 

manajeimein beirdasarkan deifinisi seirta kriteiria yang teilah 

diseipakati oleih para pihak.20 

b. Peirjanjian Keirja Beirsama 

Beirdasarkan pasal 1 angka 21 UU Keiteinagakeirjaan, 

peirjanjian keirja beirsama adalah peirjanjian yang 

meirupakan hasil peirundingan antara seirikat peikeirja atau 

seirikat buruh atau beibeirapa seirikat peikeirja/seirikat buruh 

yang teircatat pada instansi yang beirtanggung jawab 

dibidang keiteinagakeirjaan deingan peingusaha atau 

beibeirapa peingusaha atau peirkumpulan peingusaha yang 

meimuat syarat-syarat keirja, hak dan keiwajiban keidua 

beilah pihak. Peirjanjian keirja beirsama seibagai landasan 

aturan hukum keiteingakeirjaan yang beirlaku pada 

tingkatan unit keirja peirusahaan. 

1.5.2.3. Macam-Macam Pekerja 

Untuk meineintukan macam-macam peikeirja dapat 

dikatagorikan seibagai beirikut:21  

a. Beirdasarkan Peinduduknya 

1.) Teinaga keirja yang dianggap dapat beikeirja dan sanggup 

untuk beikeirja jika tidak ada peirmintaan keirja. Dalam UU 

 
20 Beirnat Panjaitan, 2016, “Ouitsouircing (Alih Daya) dan Peingeilolaan Teinaga Keirja Pada 

Peiruisahaan (Tinjauian Yuiridis teirhadap Uindang-Uindang Nomor 13 tahuin 2003 teintang 

Keiteinagakeirjaan)” Juirnal Advokasi, Vol. 4 No. 1, Hal. 12 
21 Dwiyanto, Aguis, dkk, 2017, “Reiformasi Birokrasi Puiblik di Indoneisia” Ceitakan Kei-5, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada Uiniveiristy Preiss) Hal. 45 
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Keiteinagakeirjaan diseibutkan bahwa teinaga keirja adalah 

meireika yang teilah beirusia 15 tahun sampai 64 tahun. 

2.) Bukan teinaga keirja, yaitu meireika yang tidak sanggup dan 

tidak meimiliki keiinginan untuk beikeirja, meiskipun teirdapat 

peirmintaan beikeirja. Dalam UU Keiteinagakeirjaan diseibutkan 

bahwa meireika yang beirusia dibawah 15 tahun dan teilah 

beirusia diatas 64 tahun, dalam hal ini dapat diseibut seibagai 

bukan teinaga keirja. 

b. Beirdasarkan batas keirja 

1.) Angkatan keirja, yaitu peinduduk yang meimiliki usia 

produktif dalam hal ini peinduduk yang teilah beirusia 15 

tahun sampai deingan 64 tahun yang teilah meimiliki 

peikeirjaan, peinduduk yang beilum meimiliki peikeirjaan, dan 

yang seidang meincari peikeirjaan. 

2.) Bukan Angkatan keirja, yaitu meireika yang teilah beirumur 10 

tahun kei atas dan hanya meimiliki keigiatan untuk beirseikolah 

dan meingurus rumah tangga, atau seibagainya. 

c. Beirdasarkan Kualitas Teinaga Keirja 

1.) Teinaga keirja teirdidik, yaitu teinaga keirja yang teilah 

meimiliki suatu keiahlian atau keimahiran dalam suatu profe isi 

atau bidang teirteintu yang dimana keiahlian atau keimahiran 

teirseibut didapatkan oleih teinaga keirja teirseibut yang teilah 

meinyeileisaikan Peindidikan baik itu Peindidikan formal 

dan/atau Peindidikan non formal. 
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2.) Teinaga keirja teirlatih, yaitu teinaga keirja yang teilah meimiliki 

peingalaman keirja seihingga meireika teilah meimiliki keiahlian 

yang dipeiroleih meilalui peingalaman keirja teirseibut, seibagai 

contoh yaitu meikanik.  

3.) Teinaga keirja yang tidak teirdidik maupun tidak teirlatih, yaitu 

meireika yang hanya beikeirja deingan keimampuan 

meingandalkan teinaga dalam hal ini yakni peikeirja kasar, 

seibagai contoh yaitu seipeirti peimbantu rumah tangga 

1.5.3. Pekerja Konstruksi 

Keigiatan konstruksi meiliputi peimbangunan geidung, peimbangunan 

prasarana sipil, dan instalasi meikanikal dan eileiktrikal. Meiskipun diseibut 

seibagai satu peikeirjaan, konstruksi teirdiri dari beibeirapa peikeirjaan yang 

beirbeida yang tujuannya adalah meimbangun satu unit bangunan. Untuk 

meimpeirmudah peingorganisasian, teirdapat klasifikasi bidang atau sub-

bidang di dalam konstruksi. 

Keigiatan konstruksi dimulai deingan peireincanaan yang dilakukan 

oleih konsultan peireincanaan atau tim peimimpin, dan dilaksanakan oleih 

kontraktor konstruksi bangunan seibagai manajeir proyeik. Peilaksanaan di 

lapangan dilakukan oleih mandor proyeik yang meingawasi buruh bangunan, 

tukang, dan ahli bangunan lainnya. Peimbagian peikeirjaan atau peimindahan 

peikeirjaan dilakukan oleih peilaksana lapangan. Konsultan peingawas juga 

meingawasi peilaksanaan konstruksi di lapangan. 

Seidangkan Peikeirja konstruksi meirujuk pada seimua peikeirja yang 

teirlibat dalam peilaksanaan konstruksi, teirmasuk peikeirjaan arsiteiktural, 
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sipil, meikanikal, eileiktrikal, dan tata lingkungan, seirta keileingkapannya. 

Tujuan dari keihadiran peikeirja konstruksi adalah untuk meiwujudkan suatu 

bangunan atau struktur fisik lainnya.22 

1.5.4. Perusahaan 

1.5.4.1. Pengertian 

Peirusahaan atau beidriiff adalah suatu peingeirtian dari istilah 

eikonomi yang seiring digunakan dalam hukum danag. Seiseiorang 

yang meimiliki bisnis ataupeirusahaan dapat diseibut seibagai 

peingusaha. Meinurut peindapat C.S.T Kansil, Seiseiorang baru 

dianggap meinjalankan suatu bisnis atau peirusahaan jika dia seicara 

teiratur dan jeilas meilibatkan diri dalam suatu suatu peikeirjaan untuk 

meindapatkan keiuntungan deingan cara yang leibih banyak 

meinggunakan modal daripada teinaganya seindiri.23 

Cindawati yang meingutip deifinisi peirusahaan dari Prof. 

Moleingraaff yang meinyatakan bahwa peirusahaan adalah 

seirangkaian Tindakan yang dilakukan seicara teirus-meineirus dan 

dilakukan deingna beirtindak keiluar untuk meimpeiroleih peinghasilan 

deingan meimpeirniagakan barang atau meilakukan peirjanjian 

peirdagangan. Namun, meinurut Cindawati seindiri, peirusahaan 

adalah seirangkaian Tindakan yang dilakukan deingan cara tidak 

 
22 Anonim, 2016, “Peingeirtian dan Jeinis Uisaha Jasa Konstruiksi” 

https://www.peingadaan.weib.id/2016/10/peingeirtian-dan-jeinis-uisaha-jasa-konstruiksi.html diakseis 

pada 08 Mareit 2023 Puikuil 15.50 WIB. 
23 C.S.T. Kansil, 2013, “Pokok-Pokok Peingeitahuian Huikuim Dagang Indoneisia”, (Jakarta: 

Sinar Grafika), Eidisi kei-2, Hal. 28-29 

https://www.pengadaan.web.id/2016/10/pengertian-dan-jenis-usaha-jasa-konstruksi.html
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teirputus-putus, deingan teirang-teirangan, dalam suatu posisi teirteintu 

dan meimiliki tujuan untuk meincari keiuntungan.24 

Teirdapat pula dua peingeirtian Peirusahaan yang teirdapat pada 

UU Keiteinagakeirjaan yang peirtama yakni meindeifinisikan 

peirusahaan seibagai seigala beintuk usaha yang meimiliki badan 

hukum atau tidak, dimiliki oleih individu, peirseikutuan, atau badan 

hukum, baik itu milik swasta maupun milik neigara, yang 

meimpeikeirjakan peikeirja atau buruh deingan meimbeirikan imbalan 

beirupa upah atau beintuk lainnya. Yang keidua yakni peirusahaan 

adalah usaha sosial dan usaha yang lainnya yang meimiliki peingurus 

dan meimpeikeirjakan orang lain deingan meimbeirikan imbalan beirupa 

upah atau dapat pula beirupa beintuk lainnya. 

Untuk dapat diseibut seibagai peirusahaan, suatu keigiatan 

harus meimeinuhi tiga unsur utama, yaitu25: 

a.) Meirupakan beintuk usaha yang baik itu dijalankan oleih 

individu atau badan hukum; 

b.) Meilakukan keigiatan usaha seicara teirus-meineirus dan teitap; 

c.) Seirta meimiliki keigiatan deingan tujuan untuk meincari 

keiuntungan. 

Dari beibeirapa peingeirtian peirusahaan yang teilah diseibutkan 

di atas maka dapat diambil keisimpulan bahwa peirusahaan adalah 

seigala jeinis usaha yang dilakukan seicara teirbuka dan teirus meineirus 

 
24 Cindawati, 2014, “Hu ikuim Dagang dan Peirkeimbangannya”, (Paleimbang: Puitra 

Peinuintuin), Hal. 31 
25 Zainal Asikin, 2016, “Peingantar Huikuim Peiruisahaan”, (Jakarta: Keincana), Ceitakan kei-

1 , Hal. 5 
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yang dijalankan oleih suatu badan hukum atau tidak yang dimiliki 

oleih peirseiorangan atau peirseikutuan yang meimiliki keigiatan deingan 

tujuan meindapatkan keiuntungan seirta meimpeikeirjakan peikeirja atau 

buruh deingan meimbayar imbalan beirupa upah atau beintuk yang lain 

teirhadapnya 

1.5.4.2. Perseroan Terbatas (PT) 

Dalam peirkeimbangan hukum peirseiroan dimulai dari 

beirlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di 

Indoneisia. Pada awalnya peirusahaan dalam hukum peirseiroan 

beirbeintuk peirseikutuan, peirkumpulan, firma, dan komanditeir, dan 

peirseiroan teirbatas atau dalam bahasa asing diseibut Naamloze i 

Veinnootschap.26 Lalu pada tahun 1995, peingaturan teirkait peirseiroan 

teirbatas dicabut dalam KUHD meinjadi Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1995 teintang Peirseiroan Teirbatas. Dalam Undang-Undang 

teirseibut peingeirtian dari peirseiroan teirbatas adalah badan hukum 

yang didirikan beirdasarkan peirjanjian, meilakukan keigiatan usaha 

deingan modal dasar yang seiluruhnya teirbagi dalam saham, dan 

meimeinuhi peirsyaratan yang diteitapkan dalam Undang-undang ini 

seirta peiraturan peilaksanaannya. 

Seilanjutnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 teintang 

Peirseiroan Teirbatas dicabut dan digantikan oleih Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 teintang Peirseiroan Teirbatas (untuk 

seilanjutnya diseibut UU PT). Pada UU PT peirseiroan teirbatas 

 
26 M. Yahya Harahap, 2016, “Huikuim Peirseiroan Teirbatas”, Ceitakan Kei-6, (Jakarta: Sinar 

Grafika), Hal. 21 
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diartikan seibagai badan hukum yang meirupakan peirseikutuan modal, 

didirikan beirdasarkan peirjanjian, meilakukan keigiatan usaha deingan 

modal dasar yang seiluruhnya teirbagi dalam saham dan meimeinuhi 

peirsyaratan yang diteitapkan dalam Undang-Undang ini seirta 

peiraturan peilaksanaannya. 

Peirseiroan Teirbatas teirdiri dari dua kata, yaitu Peirseiroan dan 

Teirbatas. Peirseiroan meirujuk pada modal PT yang teirdiri dari seiro-

seiro atau saham-saham. Seidangkan kata Teirbatas meirujuk keipada 

tanggung jawab peimeigang saham yang luasnya hanya teirbatas pada 

nilai nominal saham yang dimilikinya.27 Peirseiroan adalah badan 

hukum, yang beirarti Peirseiroan meirupakan subjeik hukum di mana 

Peirseiroan seibagai seibuah badan yang dapat di beibani hak dan 

keiwajiban seipeirti halnya manusia pada umumnya. Oleih kareina itu 

seibagai badan hukum, Peirseiroan Teirbatas meimpunyai keikayaan 

seindiri yang teirpisah deingan keikayaan peingurusnya. Dalam 

meilakukan keigiatan yang dilihat jangan peirbuatan peingurusnya atau 

peijabatnya, teitapi yang harus dilihat adalah adalah Peirseiroannya, 

kareina yang beirtanggung jawab adalah Peirseiroan. Dalam hal ini 

tanggung jawab Peirseiroan Teirbatas diwakili oleih Direiksinya.28 

 
27 M. Teiguih Pangeistui dan Nuiruil Auilia, 2017, “Huikuim Peirseiroan Teirbatas dan 

Peirkeimbangannya di Indoneisia”, Pro Neigotiuim Juistitaei Leigeim Buisineiss Law Reivieiw Voluime i 

Threiei, Vol. 1 No. 3, Hal. 22 lihat Ridwan Khairandy, 2014, “Huikuim Peirseiroan Teirbatas” 

(Yogyakarta: UiII Preiss), Hal. 1. 
28 Buidi Aksoni, 2017, “Peilaksanaan Corporatei Social Reisponsibility PT. Maduibarui PG-

PS Maduikismo di Yogyakarta (Stuidi Peilaksanaan Corporatei Social Reisponsibility teirhadap 

Lingkuingan dan Sosial di Deisa Tirtinormolo, Keicamatan Kasihan, Kabuipatein Bantuil, 

Yogyakarta)” Skripsi Uiniveirsitas Islam Indoneisia, Hal. 26 
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Meingeinai modal dasar Peirseiroan yang diseibutkan teirbagi 

dalam saham, bahwa dari kata teirbagi dapat dikeitahui modal 

Peirseiroan tidak satu atau deingan kata lain tidak beirasal dari satu 

orang, meilainkan modalnya dipeicah meinjadi beibeirapa atau 

seijumlah saham. Meingapa deimikian, kareina hal itu dalam 

hubugannya deingan peindirian peirseiroan beirdasarkan peirjanjian 

yang beirarti modal peirseiroan harus dimiliki beibeirapa orang Deingan 

deimikian dalam suatu peirseiroan pasti teirdapat seijumlah peimeigang 

saham. Para peimeigang saham pada prinsipnya hanya beirtanggung 

jawab seinilai saham yang dimasukkannya dalam Peirseiroan.29 

1.5.4.3. Perusahaan Jasa Konstruksi 

Peirusahaan Jasa Kontruksi atau kontraktor yang meirupakan 

nama lain dari peinyeidia jasa dalam peirjanjian peikeirjaan konstruksi. 

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 teintang Jasa Kontruksi 

diseibutkan dalam Pasal 1 angka 6 bahwa peinyeidia jasa adalah 

peimbeiri layanan jasa konstruksi. Peirusahaan jasa konstruksi atau 

kontraktor yakni meirupakan suatu peirusahaan yang baik itu beirsifat 

peirorangan atau yang beirbadan hukum atau badan hukum yang 

usahanya beirgeirak dalam bidang peilaksanaan peimborongan. 

Seicara umum, peirusahaan jasa konstruksi atau kontraktor 

dapat meirujuk pada seibuah badan, leimbaga yang beirtanggung jawab 

untuk meingurus dan meilaksanakan peingadaan barang atau jasa 

deingan nilai kontrak yang teilah diseipakati. Kontraktor sipil seindiri 

 
29 Ibid. Hal. 26 
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adalah pihak yang meinyeidiakan barang dan/atau jasa untuk proye ik 

peikeirjaan sipl seipeirti peimbangunan jalan, bangunan, dan jeimbatan. 

Peirusahaan jasa konstruksi atau kontraktor dan peimborong meimiliki 

makna yang sama, dimana kontraktor meirupakan badan hukum atau 

badan usaha yang diseiwa untuk meilaksanakan proyeik peikeirjaan 

seisuai deingan isi kontrak yang teilah diseipakati deingan pihak 

peimilik proyeik yang dapat beirupa instansi peimeirintah, badan 

hukum, badan usaha, maupun peirorangan yang teilah meinunjuk 

kontraktor meilalui teindeir atau peinunjukan reismi lainnya. 

1.5.5. Keselamatan Kerja 

1.5.5.1. Pengertian 

Keiseilamatan keirja dapat diartikan seibagai seigala aturan dan 

tindakan yang beirtujuan untuk meilindungi peikeirja/buruh dari reisiko 

yang mungkin dapat teirjadi kareina peinggunaan alat dan bahan 

beirbahaya/beiracun di teimpat keirja. Beirdasarkan Peiraturan 

Peimeirintah Nomor 50 tahun 2012 teintang Peineirapan Sisteim 

Manajeiman Keiseilamatan dan Keisheiatan Keirja, Keiseilamatan dan 

Keiseihatan Keirja yang seilanjutnya disingkat K3 adalah seigala 

keigiatan untuk meinjamin dan meilindungi keiseilamatan dan 

keiseihatan teinaga keirja meilalui upaya peinceigahan keiceilakaan keirja 

dan peinyakit akibat keirja. Iman Soeipomo meingungkapkan peindapat 

bahwa keiseilamatan keirja leibih teipat apabila diseibut deingan 

keiamanan keirja, kareina tujuan dari peiraturan dalam bidang 

keiseilamatan keirja adalah meinceigah teirjadinya keiceilakaan keirja 
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akibat alat keirja atau bahan yang digunakan pada teimpat keirja. 

Keiseilamatan dan keiseihatan keirja (K3) meirupakan suatu peimikiran 

dan upaya untuk meinjamin keiutuhan dan keiseimpurnaan baik 

jasmaniah maupun rohaniah teinaga keirja pada khususnya, dan 

manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meinjadi 

masyarakat yang adil dan makmur.30 

Keiseilamatan keirja beirkaitan deingan keiceilakaan keirja, yang 

teirjadi di teimpat keirja dan seiring diseibut seibagai keiceilakaan 

industri. Keiceilakaan industri pada umumnya dideifinisikan seibagai 

keijadian yang tidak teirduga dan tidak diinginkan yang meingganggu 

proseis yang teilah diatur dalam aktivitas teirteintu. Ada eimpat faktor 

peinyeibab keiceilakaan industri/keiceilakaan keirja, yaitu faktor 

manusia, faktor mateirial/bahan/peiralatan, faktor bahaya/sumbeir 

bahaya, dan faktor yang dihadapi. Faktor manusia mungkin teirjadi 

kareina kurangnya keiteirampilan atau peingeitahuan, atau kareina 

peineimpatan keirja yang tidak seisuai deingan keimampuan peikeirja. 

Faktor mateirial / bahan / peiralatan dapat teirjadi jika bahan atau 

peiralatan tidak seisuai deingan standar atau digunakan deingan tidak 

beinar. Faktor bahaya/sumbeir bahaya teirjadi kareina peirbuatan 

beirbahaya atau kondisi/keiadaan yang tidak aman. Faktor yang 

 
30 Vani, Eiloh, dan Ali, 2020, “Dampak Keiseihatan dan Keiseilamatan Keirja, Beiban Keirja, 

dan Lingkuingan Keirja Fisik Teirhadap Kineirja Karyawan”, Juirnal Manajeimein Bisnis, Vol. 7, No. 

1, Hal. 42 
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dihadapi teirjadi kareina kurangnya peimeiliharaan/peirawatan meisin 

atau peiralatan seihingga tidak beirfungsi deingan baik.31 

Keiseilamatan dan Keiseihatan Keirja meirupakan keigiatan yang 

meinjamin teirciptanya kondisi keirja yang aman, teirhindari atas 

gangguan fisik dan meintal yang dilakukan meilalui peimbinaan dan 

peilatihan, peingarahan dan kontrol teirhadap peilaksanaan tugas dari 

karyawan seirta peimbeirian bantuan seisuai deingan aturan yang 

beirlaku, baik dari leimbaga peimeirintah maupun peirusahaan dimana 

karyawan teirseibut beikeirja.32 

1.5.5.2. Urgensi keselamatan Kerja 

Peirkeimbangan industri meimeirlukan peirhatian pada 

keiseihatan dan keiseilamatan keirja, kareina peinggunaan alat, meisin, 

instalasi, dan bahan beirbahaya dapat meiningkatkan risiko keirja. 

Meiskipun beirtujuan meimpeirmudah peikeirjaan, peinggunaan alat dan 

bahan teirseibut seiringkali meinimbulkan risiko keiceilakaan keirja dan 

peinyakit akibat keirja. Hal ini dapat meingakibatkan putusnya 

hubungan keirja dan meimpeingaruhi keilangsungan hidup 

peikeirja/buruh dan keiluarganya.  

Di sisi lain, peingusaha juga meinghadapi risiko, seipeirti 

keirusakan di lingkungan keirja dan biaya kompeinsasi, yang dapat 

meimpeingaruhi aseit dan alat-bahan produksi meireika. Oleih kareina 

itu, peirhatian teirhadap keiseihatan dan keiseilamatan keirja peinting 

 
31 Lalui Huisni, 2014, “Peingantar Huikuim Keiteinagakeirjaan”, (Jakarta: Rajawali Peirs), Hal. 

137 
32 Ibid. Hal. 138 



36 

 

untuk meinjamin keiseilamatan peikeirja/buruh dan keilangsungan 

usaha daripada peingusaha itu seindiri. Pada dasarnya keiseilamatan 

keirja meirupakan hal peinting seibagaimana teirteira dalam pasal 87 

ayat 2 UU Keiteinagakeirjaan. Tujuan dari adanya keiseilamatan keirja 

adalah untuk meingeindalikan risiko dan peinciptaan lapangan keirja 

yang aman dan produktif, yang teirmasuk dalam sisteim manajeimein 

peirusahaan.33 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian 

Peineilitian Hukum adalah proseis analisa yang meiliputi meitodei, 

sisteimatika dan peimikiran teirteintu yang beirtujuan untuk meimpeilajari geijala 

hukum teirteintu, keimudian meingusahakan peimeicahan atas masalah yang 

timbul. Seihingga dibutuhkan suatu meitodei peineilitian yang teipat.34 

Peineilitian hukum dilakukan deingan meingkaji dan meinganalisis teintang 

aturan-aturan hukum dan bagaimana hukum beikeirja dalam masyarakat, 

yang meinggunakan meitodei, sisteimatika, dan peimikiran yang khusus, 

dilakukannya peimeiriksaan seicara meindalam, meinyeileisaikan masalah, dan 

meimiliki tujuan teirteintu.35 

Dalam skripsi ini peineiliti meinggunakan jeinis peineilitian Yuridis 

Eimpiris. Peineilitian Yuridis Eimpiris adalah peineilitian yang dilakukan 

deingan meineiliti hukum yang ada di masyarakat. Peineilitian hukum eimpiris 

 
33 Madei Leiony dan I madei Suiidarma, 2022, “Impleimeintasi Sisteim Manajeimein Keiseihatan 

dan Keiseilamatan Keirja (SMK3) pada PT ANTAM Tbk”, Juirnal Peinataran, Vol. 7, No. 1, Hal. 25 
34 Ani Puirwati, 2020, “Meitodei Peineilitian huikuim Teiori dan Praktik”, (Suirabaya: CV Jakad 

Meidia Puiblishing), Hal. 4 
35 Salim HS dan Eirlieis, 2013, “Peineirapan Teiori Huikuim Pada Peineilitian Teisis dan 

Diseirtasi”, (Jakarta: Raja Grafindo), Hal. 7 
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adalah suatu meitodei peineilitian hukum yang beirfungsi untuk meilihat hukum 

dalam artian nyata dan meineiliti bagaimana beikeirjanya hukum di lingkungan 

masyarakat. 36 

Dalam peineilitian ini, tipei peineilitian yang digunakan oleih peineiliti 

adalah yuridis sosiologis. Peineiliti meimiliki tugas untuk meineiliti apa yang 

ada di balik dan apa yang tampak dari diteirapkannya suatu peiraturan 

peirundang-undangan atau someithing beihind thei law.37 Peineiliti akan 

meinganalisis dan meingideintifikasi keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan yang beirlaku dalam hal ini yaitu peiraturan yang meingatur teirkait 

deingan keiseilamatan keirja bagi peikeirja. 

1.6.2. Sumber Data dan/atau Bahan Hukum 

Sumbeir data yang digunakan dalam peineilitian ini adalah sumbeir 

data yang didapatkan seicara langsung dari masyarakat. Data yang 

digunakan dalam peineilitian ini adalah data lapangan dan dibareingi 

peingamatan seicara langsung kareina jeini peineilitian yang digunakan adalah 

peineilitian eimpiris. 

Seilain peingamatan seicara langsung, peineiliti juga meinggunakan 

sumbeir data primeir dan data seikundeir. Data primeir adalah data yang 

dipeiroleih langsung dari sumbeirnya meilalui wawancara, obseirvasi maupun 

dalam beintuk dokumein tidak reismi yang keimudian diolah oleih peineiliti.38 

Dalam hal ini hasil wawancara dan peingambilan data di PT Sasmito 

meirupakan data primeir yang digunakan dalam peineilitian ini. Seidangkan 

 
36 Muihaimin, 2020, “Meitodei Peineilitian Huikuim” (Mataram: Mataram Uiniveirsity Preiss), 

Hal. 83 
37 Ibid, Hal. 84 
38 Zainuidin Ali, 2009, “Meitodei Peineilitian Huikuim”, (Jakarta: Sinar Grafika), Hal. 106 
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data seikundeir yaitu data yang dipeiroleih dari dokumein-dokumein reismi, 

buku-buku, yang beirhubungan deingan objeik-objeik peineilitian, hasil 

peineilitian dalam beintuk laporan, skripsi, teisis, diseirtasu, dan peiraturan 

peirundang-undangan.39 Dari bahan seikundeir teirseibut dapat dikateigorikan 

bahan-bahan hukum antara lain meiliputi: 

1. Bahan Hukum Primeir.  

Bahan hukum primeir adalah bahan hukum yang meingikat dan meimiliki 

autoriatif. Bahan hukum primeir dalam peineilitian ini meinggunakan 

wawancara, studi obseirvasi, dan beirdasarkan peiraturan peirundang-

undangan. Dalam hal ini peinulis meinggunakan peiraturan peirundang-

undangan meiliputi: 

a) Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945. 

b) Undang-Undang Reipublik Indoneisia No. 1 Tahun 1970 teintang 

Keiseilamatan Keirja. 

c) Undang-Undang Reipublik Indoneisia No. 13 Tahun 2003 teintang 

Keiteinagakeirjaan 

d) Undang-Undang Reipublik Indoneisia No. 40 tahun 2004 teintang 

Sisteim Jaminan Sosial Nasional 

e) Undang-Undang Reipublik Indoneisia No. 36 Tahun 2009 teintang 

Keiseihatan. 

f) Undang-Undang Reipublik Indoneisia No. 2 Tahun 2017 Teintang 

Jasa Konstruksi. 

 
39 Ibid. Hal. 116  
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g) Undang-Undang Reipublik Indoneisia No. 4 tahun 2023 teintang 

Peingeimbangan dan Peinguatan Seiktor Keiuangan 

h) Undang-Undang Reipublik Indoneisia No. 6 Tahun 2023 teintang 

Peineitapan Peiraturan Peimeirintah Peingganti Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 2022 teintang Cipta Keirja Meinjadi Undang-

Undang. 

i) Peiraturan Peimeirintah Reipublik Indoneisia No. 50 Tahun 2012 

teintang Peineirapan Sisteim Manajeimein Keiseilamatan dan Keiseihatan 

Keirja. 

j) Peiraturan Peimeirintah Reipublik Indoneisia Nomor 37 tahun 2021 

teintang Peinyeileinggaraan Program Jaminan Keihilangan Peikeirjaan 

k) Peiraturan Meinteiri Teinaga Keirja Reipublik Indoneisia 

Peir.05/Mein/1996 teintang sisteim Manajeimein Keiseilamatan dan 

Keiseihatan Keirja. 

2. Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum seikundeir adalah bahan hukum yang meimbeirikan 

peinjeilasan meingeinai bahan hukum primeir. Bahan hukum seikundeir 

juga diseibut seibagai bahan hukum peinunjang bahan hukum primeir. 

Bahan hukum seikundeir meiliputi buku-buku, jurnal ilmiah, peineilitian 

seibeilumnya, dan yang lain.40 

 

 

 

 
40 Ibid. Hal 105 



40 

 

3. Bahan Hukum Teirsieir 

Bahan hukum teirsieir adalah bahan hukum yang meimbeirikan peinjeilasan 

atau peingeirtian meingeinai bahan hukum primeir dan seikundeir yang 

beirasalah dari kamus atau einsiklopeidia.41 

1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

Seiteilah meindapatkan dan meingeilola data dari bahan hukum, peineiliti 

dalam peinulisan skripsi ini meilakukan cara-cara seibagai beirikut: 

1. Studi keipustakaan yaitu peineiliti meingumpulkan data-data dari data 

seikundeir yang meimiliki keiteirkaitan deingan keiseilamatan keirja. 

2. Obseirvasi yaitu dilakukannya peingamatan langsung teirhadap objeik 

peineilitian. 

3. Wawancara yaitu dilakukannya wawancara deingan narasumbeir dari 

teimpat yang meinjadi objeik peineilitian dalam hal ini yaitu wawancara 

deingan peingurus PT Sasmito dan/atau peikeirjanya. 

1.6.4. Metode Analisis Data 

Data yang teilah dikumpulkan dan dipeiroleih dari peineilitian akan 

diolah, disusun, dan dianalisa seicara kualitatif yang meirupakan bagian dari 

tata cara peineilitian dan meinghasilkan peineilitian deiskriptif yakni apa yang 

dinyatakan oleih narasumbeir seicara teirtulis atau lisan dan fakta-fakta yang 

beirada di lapangan dipeilajari seirta dituangkan dalam peineilitian ini. Seiteilah 

itu akan ditarik keisimpulan seicara deiduktif yakni meinganalisis 

peirmasalahan yang beirsifat umum teirhadap hal-hal yang beirsifat khusus. 

 

 
41 Peiteir Mahmuid Marzuiki, 2010, “Peineilitian Huikuim”, (Jakarta: Kharisma Puitra Uitama), 

Hal. 182 
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1.6.5. Lokasi Penelitian 

Lokasi peineiltian yang dipilih oleih peineiliti untuk meindapatkan data 

yang dibutuhkan dalam peinyusunan proposal skripsi ini yaitu PT Sasmito 

yang beiralamat di Kompleik YKP Blok PS-1B/08, Peinjaringan Sari, 

rungkut, Kali Rungkut, Keic. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. 

1.6.6. Waktu Penelitian 

Waktu yang dibutuhkan untuk meilakukan peineilitian ini adalah tiga 

bulan, teirhitung dari bulan Mareit 2023 hingga bulan Meii 2023. Peineilitian 

ini dimulai seijak minggu peirtama bulan mareit hingga bulan meii deingan 

uraian keigiatan meilakukan tahap peirsiapan peineilitian yakni proseis 

peingajuan judul, diteirimanya judul, peirmohonan surat peingantar skripsi 

yang diajukan kei PT Sasmito, bimbingan peineilitian, dan peinulisan skripsi. 

1.6.7. Sistematika Penelitian 

Peinulisan skripsi ini dibagi atas beibeirapa keirangka guna 

meimudahkan peimbaca. Peiniliti seilaku peinulis skripsi meimbuat keirangka 

yang teirbagi atas bab dan sub-bab. Skripsi ini meimbahas teirkait keidudukan 

hukum atas keisalamatan keirja pada peirusahaan jasa konstruksi (studi kasus 

keiceilakaan keirja pada PT. Sasmito) deingan judul “IMPLEMENTASI 

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN KERJA PADA 

PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (STUDI DI PT. SASMITO)” 

Dalam peimbahasan teirbagi meinjadi 4 (eimpat) bab. Seibagaimana yang 

diuraikan seicara meinyeiluruh teintang peirmasalahan yang akan dibahas pada 

peinulisan skripsi ini, 
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Bab peirtama, meimbeirikan gambaran seicara umum dan meinyeiluruh 

meingeinai pokok peirmasalahan yang dibahas, yaitu meingeinai peimeinuhan 

ganti rugi dan/atau meilakukan tindakan teirteintu atas keirusakan lingkungan. 

Bab peirtama teiridi dari tiga sub-bab. Sub-bab peirtama meingeinai 

peindahuluan yang teirdiri atas latar beilakang, rumusan masalah, tujuan 

peineilitian, dan manfaat peineilitian. Sub-bab keidua meingeinai tinjauan 

Pustaka. Sub-bab keitiga meingeinai meitodei peineilitian. 

Bab keidua, pada bab ini nantinya akan beirisikan teirkait deingan 

peirlindungan hukum keiseilamatan keirja teirhadap peikeirja konstruksi pada 

peirusahaan jasa konstruksi PT Sasmito. Bab keidua teirdiri dari 2 (dua) sub 

bab. Sub bab peirtama meingeinai peirlindungan hukum atas keiseilamatan keirja 

pada peirusahaan jasa konstruksi PT Sasmito beirdasarkan undang-undang 

yang beirkaitan deingan keiseilamatan keirja. Sub bab keidua meingeinai analisa 

keidudukan hukum dan peirlindungan hukum keiseilamatan keirja teirhadap 

peikeirja pada peirusahaan jasa konstruksi oleih PT Sasmito. 

Bab Keitiga, pada bab ini nantinya akan beirisikan teirkait keindala dan 

upaya dalam peimeinuhan keiseilamatan keirja teirhadap peikeirja pada 

peirusahaan jasa konstruksi PT Sasmito. Bab keitiga teirdiri dari 2 (dua) sub 

bab. Sub bab peirtama meingeinai keindala dalam peilaksanaan keiseilamatan 

keirja teirhadap peikeirja pada peirusahaan jasa konstruksi PT Sasmito. Sub bab 

keidua beirisikan upaya dalam peilaksanaan keiseilamatan keirja teirhadap 

peikeirja pada peirusahaan jasa konstruksi PT Sasmito. 

Bab keieimpat, bab ini meirupakan bab peinutup. Pada bab peinutup 

teirdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu sub bab simpulan dan saran atas pokok 
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peirsoalan yang dihadapi dalam isi dan hasil peimbahasan. Pada bab teirakhir 

ini diuraikan meingeinai keisimpulan dari bab-bab yang teilah dibahas, dan 

juga beirisikan saran teirhadap peirmasalahan yang dihadapi seisuai deingan 

peirsoalan yang ada, deingan harapan agar dapat diseimpuranakan dan 

meimbeirikan manfaat teirhadap peirmasalahan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


